445

- Rt

als T2

| Hoiug

i3 -
’

A A N R R R s vt e

T&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\t\\\\\‘&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\‘%\\‘.\\

N

"*-..l. b

e

v

N

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI H UKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU — 7889.AH.01.04 Tahun 2011
TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca Surat permohonan dari Notaris Farid, SH nomor 93/NOT-PPAT-F/X1/2011 tanggal 11
Nopember 20! | perihal permohonan pengesahan akis pendirian yayasan yang diterima
1anggal 25 Nopember 201 15

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akiz Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sk tersebut telah
memenuhi svarsl sebagaimana distur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;

Mengingat @ .

LEJ

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200! Nemeor 112, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4132) junclo Undang-undang Republik lndopesiz
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
200} tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Peiaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 4894);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M_HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akia Pendirian

YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT
NPWP : 03.193.014 7-831.000

berkedudukan di Jalan Sis. Aljufri Nomor 44, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu
Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal
01 Meci 2009 yang dibuat oleh Notaris Farid, SH berkedudukan di Kota Palu.

Kepurusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 1anggal 25 Nopember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR Z46. TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN JZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH IBTIDAIYAH ALKHAIRAAT BURANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

Mengingat

yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

. bahwa masa berlaku izin operasional pendirian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
operasional pendirian madrasah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian
Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Buranga.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6676);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 168);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Nomor 24 tahun 2007
Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menten
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor
66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2101};

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjaangan Izin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin
Pendirian Madrasah Karena Hilang, Dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH ALKHAIRAAT BURANGA.

: Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian izin operasional pendirian sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah vang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.
pada tanggal, 23 Agustus 2021
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

NOMOR 346. TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
ALKHAIRAAT BURANGA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1 | Nama Madrasah MADRASAH IBTIDAIYAH ALKHAIRAAT
BURANGA

2 | Nomor Statistik Madrasah 111272080023

3 | Alamat Madrasah Desa Buranga

Kecamatan Ampibabo
| Kabupaten Parigi Moutong
Provinsi Sulawesi Tengah

4 | Nama Organisasi Penyelenggara | YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT

S | Akte Notaris Organisasi No O1A FARID, SH |
Penyelenggara Tanggal 01 Mei 2009 |
6 | Pengesahan Akte Notaris AHU-7889.AH.01.04. Tahun 2011.

Organisasi penyelenggara Tanggal 25 Nopember 2011




